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ABSTRARK

mberikan jaminan kepastian
a adalah sistem negatif tetap,
-surat tanda bukti hak yang

Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka me
hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasiny
dan mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. .

Jenis Penelitian ini, menggunakan penclitian hukum normatif yang bersifat
i tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan
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data dititik beratkan pada metode penelitian kepustakaan. v,
dalam Skripsi ini adalah Apa yang menyebabkan terjadinya Pthbamlm
sertipikat oleh PTUN dan apa yang menjadi tanggung jawab BPN atas sertipikat yang

dibatalkan PTUN.
Simpulan : Tanggung jawab hukum
egara
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